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BUPATI ITATUNA
PROVIIYSI KEPUTAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI I{ATUITA
r{oMoR z? TArrutr 2ot6

TENTAITG

PEIUBERIAN IilSENTIF BAGI TENAGA IIESEHATAIT
DILIilGKUIYGAIT DIITAS KESEHATAIT KABUPATEH ITATTIITA

DENGAN RAII}IAT TT'HAIT YANG MAIIA ESA

Menimbang: a.

BT'PATI NATUHA,

bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja
Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan
Kabupaten Natuna dalam memberikan Pelayanan
Kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten
Natuna, perlu diatur tentang pemberian insentif
bagi tenaga kesehatan di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2AL6;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dmaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagr
Tenaga Kesehatan Dilingkungan Dinas Kesehatan
Kabupaten Natuna;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999
Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor LO7, Tambahan Lembaran Negara

b.
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2- Undang-Uadang Nomor 25 Tahun 2OAZ tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AO2 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2371;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara $.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2371;

+. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang
Perbendaharaan Negara fl,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang
Perimbangan Keuangan Antaxa Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3S);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AAg Nomor 144, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang l.Iomor 44 Tahun 2OO9 tentang
Rumah Sakit {I"embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50721;

8. Undang*Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-u
fi.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AI4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871
sebagaimana. tel,ah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Of s
tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah{kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OA9 Nomor 58, Tambahan t embaran Negara
Republik Indonesia Nonnor 56791:

3.
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2A14 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2Al1 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

L2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2Ol4
tentang hrsat
(PUSKESMAS);

Kesehatan Masyarakat

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1235/Menkes/XII I 2OOT tentang Pemberian Insentif
Bagi Sumber Daya Kesehatan Yang Melaksanakan
Penugasan Khusus;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
156/Menkes/SK/I /20rc tanggal 28 Januari 2O1O
tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan
Dalam Rangka Penugasan Khusus di Puskesmas
Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6
Tahun 2OL3 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2OI3 Nomor 6);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2OL2
tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Natuna;

Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2Ol4
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah {Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2OL4 Nomor 53);

15.

16.
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TEUIIfUSKAIT:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG
PEMBERIAN INSEI.ITIF BAGI TENAGA KESEHATAN
DILINGKUNGAN DINAS KESEI{ATAN KABUPATEN
NATUNA

BAB I
XETEITTTIAIT I'UUT

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.

4. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna adalah Sahran
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang
krtanggung jawab menyelen Lrrusan
Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan di
Kabupaten Natuna.

5. Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Natr.rna adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan atau
melakulcan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan di
Lingfuungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
adalah: Doker Umum, Dokter GiS, Apoteker, Analis
Kesehatan, Ners, Rekam Medis, Fisioterapi, SKM,
Promosi Kesehatan, Perawat, Asisten Apoteker,
Bidan, ffiz,i, Kesehatan Lingkungan dan Penunjang
Kesehatan.

6. Indexing insentif adalah teknik untuk menentukajn
besaran score insentif yang diperoleh individu
tenaga kesehatan.

FAMAFF{OORDIN
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7. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai
yang besarannya bisa berubah-ubah sesuai dengan
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8. Besaran insentif ditentukan berdasarkan wilayah
tempat tugas, jenjang pendidikan dan status
kepegawaian.

BAB II
H,A'K DAII ITETA.'IBAIT

Bagian Satu

HAK
Pasal 2

Insentif diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang
bertugas di UPTD PUSKESMAS, PUSTU, rcLINDES,
POSKESDES dan atau UPTD INSTALASI FARMASI
setiap bulan bagi yang menjalankan kew4iibanrrya
dan memenuhi kriteria atau aturan dan
perhitungan yang ditetapkan.

Insentif dapat diberikan kepada Tenaga Kesehatan
yang cuti tahunan, cuti bersalin, sakit dan izrrr
tertulis dari pimpinan sesuai dengan mekarrisme
yang ada.

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat {21, tidak dapat diberikan pada bulan
berkenaan apabila tenaga kesehatan tidak dapat
rnenjalankan kewqiiban yang diberikan, tidak hadir
tanpa keterangan maksimal 3 ttiga) hari dan
dikenai hukuman disiplin ringan.

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam
ayat (U, tidak dapat diberikan kepada tenaga
kesehatan yarrg menjalani hukuman pidana dan
atatr menjalankan pendidikan lebih dari satu tatrun
serta dimutasi ke Dinas Kesehatan l(abupaten
Natuna.

Bagian Kcdua

KEWAJIBAN
Pasal 3

(1) Melaksanakan tugas pekerjaan yang telah diberikan
kepadanya dengan sebaik-baiknya derrgan penuh
rasa tanggungiawab.

{2t Bekerja dengan jujur, tertib, cennat, dan
bersemangat untuk kepentingan neg€rra.

{4}

f.48 ^--._-'-'-
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Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang
baik.

Menggr.rnakan darr._ memelihara barang- barang 
"*UAnegana dengan sebaik-baiknya.

Bekerja di UPTD Puskesmas dan atau UPTD
Instalasi Farrnasi pada setiap hari kerja dan
bertanggungiawab kepada Kepala UPTD Puskesmas
dan atau UPfD Instalasi Far:nasi.

BAB gI
PEITECAPAIT SESARAIS IilSTltTII'

IE!5AGA IrESEHATAII

Pasal 4

Penetapan besarnya insentif Tenaga Kesehatan
Dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
deagan cara ladexing.
Indexing dipergunakan dalam menentukan besaran
insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan
penunjang kesehatan di UPTD PUSKESMAS, PUSTU,
rcLINDES, POEKESDES dan UPTD INSTALASI
FARMASI krdasarkan:

1. Wilayah UPTD
Index kriteria udlayah UPTD adalah pembagian
besaran nilai insentif yang dibedakan berdasarkan
kriteria wilayah sebagai berikut:

No Wilayah UPTD {wU} Index
t Wilayah I

a. Puskesmas Ranai
b. Puskesmas Tanjung
c. Fuskesmas Cemaga
d. Puskesrurs Bunguran Tengah
e" Instalasi Farmasi
f. PUSTU, rcLINDES, rcSKESDES

3
3
3
3
e

6
2 Wilayah II

a. Fuskesmas Sedanau
b. Puskesmas Kelarik
c. Puskesmas Pulau Tiga
d. Puskesmas Batubi
e. PUSTU, PCIIJNDES, rcSKESDES

4
4
4
4
7

3 Wilayah III
a" Puskesfiras Serasan
b. Puskesnras Serasan Timur

D,.-l----^- r"r:l^:

5
5
L

(6)
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2. Jenjang Pendidikan
Kualifikasi jerdans pendidikan adalah untuk
memberikan penghargaan berdasarkan pendidikan
pegawai, indexrrya ini dibedakan untuk pegawai
Tenaga Kesehatan.

Status Pegawai
Kualifikasi status pegawai adalah untuk
membedakan besaran insentif yang diterima oleh
tenaga kesehatan yang ditentukan ksaran index
statrrs pegawai.

No Status Pegawai {SP} Index
1

2
3

Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Calon Pegawai Negeri Sipil TCPNS)
Pegawai Negeri Sipil (PNS

6
7
8

Rr.rmus menghitung Index adalah : {WU+JP+SP} x
IOO.OOO : Total Jumlah Insentif yang didapat oleh tenaga
kesehatan dan penunjang kesehatan.

3.

4 Wilayah IV
a. Puskesmas Pulau Laut
b. Puskesmas Subi
c. PUSfU, rcLINDES, POSKESDES

6

"6
9

No Jeqiang Pendidikan (JP) Index
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

SPKISLTA/KLruRUAN
DIPI,OMA I
DIPI-MA II
DIPI,OMA III
DIPLOMA IV
STRATA I
APOTEKER
NURSE
DOKTER UMUM/ GIGI
- Doker Umum/Gigi IJPTD wilayah I
- Dokter Umum/Gigi UPm wilayah II
- Dokter Umum/Gigi UPTD wilayah III
- Dokter Umum/Gigi UPTD wilayah IV
s2/ SPESTAUS

1

1

1

,
3
4
14
10

34
38
47
7t
80
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BAB nI
SISTET PEilBAGIAIT II{SEITTIF DAIT

PEilERITA IITSEISTIT' TEITAGA I(ESEHATAIT

Bagirxn Satu

SISTEM PEMBAGIAN INSENTIP
TENAGA KESEHA?AN

Pasal 5

(l) Sistem Pembagian insentif adalah sistem yang
mengantur insentif ten:rgrr kesehatan
berdasarkan perhitungan indexing

(2) Insentif adalah tambahan pendapatan bagi ffiawai
yang besarannya bisa berubah-ubah sesuai dengan
kinerja pegawai yang bersangkutan.

{3} Pos insentif adalah yang sumber dananya dipercleh
melalui Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Natuna.

(4) Sistem pembagian insentif dinyatakan sall apabila
Peraturan Bupati telah ditanda tangan oleh Bupati
Natuna.

{5} Besaran persentase insentif tenaga kesehataa
ditenfirkan oleh score indexing yang telah ditetapkan
berdasarkan Surat Kepuhrsan Kepala Dinas
Kesehatan I(abupaten Natuna.

{Q Diskibusi insentif tenaga kesehatan adalah UPTD
PUSKESMAS, PUSTU, POLINDES, POStr(ESDES dAN
UPTD INSTAI"ASI FARMASI.

Begfaa Ksdug

PENERIMAAN INSEI*TTIF TENAGA KESEHATN

Pasal 6
Penerima insentif yang diatur dalam peraturan bupati
ini adalah :

Doker umum
Daker Gigi
Apteker
Analis Kesehatan
Ners
Rekam Medis
E*isirrterqni

t1)
(21

t3)
(4)

{5}

t6)
t7l
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{1$} Perawat
(11) Asisten Apoteker
(12) Bidan
(13) Gizi
{14} Kesehatan Linglrungan

{15} Penunjang Kesehatan

BAB V
XRITERIA PTRHITTNTGI.r SKOR IITDIVII}U

Pasal 7

{U Penetapan besarnya insentif tenaga kesehatan di
Linglnrngan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
dengan cara indexing.

l2l Indexing yang dimaksud pada ayat (t| dipergunakan
dalam menentukan besaran insentif langsung dan
inwntif tidak langsung.

(3) Insentif langsr-urg yang dimaksud pada ayat (2) yang
diterima oleh tenaga kesehatan antara lain: Dokter
IJmum, Doker Gigi, Apoteker, Analis Kesehatan,
Ners, Rekam Medis, Fisioterapi, SKM, Promosi
Kesehatan, Perawat, Asisten Apoteker, Bidan, Gizr,
Kesehatan Lingkungan dan Penunjang Kesehatan.

(4) Tata cara perhihrngan skor indexing tenaga
kesehatan tercantum pada BAB III Pasal 4
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PtsilBTAPAIT JABATAIT FI'I{GSIOITAL

Pasal I

Terhadap pemberian Insentif, pembayarann5ra
dilaksanakan terhitung sejak Bulan Jarruari pada
setiap tahun Angaran Berjalan.

Skor individu Tenaga Kesehatan dihitung oleh
atasan yang bersanglutan dan perhitungan total
skor individu yang menjadi skor Dinas Kesehatan
dilaksanakan atau ditetapkan oleh Kepala Dinas
Kesehatan Ifubupaten Natuna.

(U

{21

,4{*.;&*!!l@6'*.lnF

iFit{t&F$(qss a-
{3} Skor individu dapat dievaluasi setiap 6 bulan.



tul'lrr- -rF :: :

(4) Besaran Insentif dilaksanakan oleh bagran
keuangan Dinas Kesehatan.

tsl Besaran Insentif bagr pegawai bisa berbeda
terganttxrg dari pos anggaran yang tersedia.

(6! Skor individu bisa berubah tiap bulan tergantung
pada wilayah tugas, -ieqiang pendidikan dan status
kepegawaian.

B*B VII
XETF;ITTI'AIT PEilITTT'P

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
Pengundangan Feratr.rran Bupati ini dengan
penempa.tannya datam Berita Daerah l{abupaten
Natuna-

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal tO v\Aa |olb

SEXRBrIRIS DSE,RAII
KABIIPATEXI ISATUTA,

%/
SYAUSI'RIiAOil
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KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 7g


